
Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Amrul Yusroni •  Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa

Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah

K i n e r j a  F i s k a l

K i n e r j a  E k o n o m i d a n  T K D D

K i n e r j a  D a e r a h

I n o v a s i D a e r a h

E d i t o r i a l

K a b a r D a e r a h

K a j i a n  D a e r a h



Aktivitas Perekonomian Berdasarkan Mobility Index

• Aktivitas perekonomian, berdasarkan mobility index*, mengalami penurunan dalam jangka waktu 23 Mei
sampai dengan 23 Juni 2021, yaitu dari -0.006 menjadi -0,070.

• Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel mobility index dan COVID-19 intensity index
change per 23 Juni 2021, terlihat Jawa Barat dan Jawa Tengah mendekat ke Kuadran III yang menandakan
adanya perlambatan aktivitas. Sedangkan Kalsel, Sulsel, Malut, Gorontalo, dan Sulut berada di Kuadran I
yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan perbaikan kondisi kesehatan.

*Data CSIS

Realisasi TKDD 2021 s.d. 30 Juni 2021

• Secara YoY, realisasi TKDD s.d. 30 Juni 2021 sebesar Rp373,4 T mengalami penurunan 6,8% dibandingkan realisasi
s.d. 30 Juni 2020 sebesar Rp400,9 T.

• DAU mengalami penurunan sebesar 8,8% akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021.
DBH mengalami kenaikan sebesar 6,7%, DTK naik 6,2%, dan Dana Desa menurun sebesar 32,8%.

• Realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp4.990,56 M kepada 222.328 Desa.

Jatim

*Realisasi 2021 bersifat sementara dari 521 Pemda yang sudah
menyampaikan data ke SIKD

Realisasi APBD s.d. Mei - YoY

• Realisasi Pendapatan 2021 terkontraksi sebesar 16,0% secara YoY dari Rp361,0 T menjadi Rp303,3 T.
Penurunan terbesar terjadi di PAD sebesar 22,8% yang salah satunya disebabkan karena penurunan Pajak
Daerah sebesar 20,3%.

• Realisasi Belanja 2021 terkontraksi sebesar 15,8% secara YoY dari Rp282,6 T menjadi Rp237,9 T, dengan
penurunan tertinggi di Belanja Lainnya sebesar 27,9%, diikuti dengan Belanja Modal turun 24,8% dan Belanja
Barjas turun 21,0%. Belanja yang masih mengalami kenaikan adalah Bansos sebesar 1,9% dari Rp2,8 T
menjadi Rp2,9 T.

• Pembiayaan Neto turun sebesar 16,6% secara YoY yang sumber utamanya adalah penurunan di Penggunaan
SiLPA TA Sebelumnya sebesar 17,1% dari Rp31,6 T menjadi Rp26,2 T, sedangkan Penerimaan Pinjaman
justru naik sebesar 126,9% dari Rp0,8 T menjadi Rp1,8 T.

• Fungsi Pariwisata mengalami penurunan realisasi terbesar (75,4%) dan Perumahan & Fasum (62,2%).

• Fungsi Pendidikan relatif terjaga realisasinya, yaitu naik dari Rp78,8 T menjadi Rp79,3 T.

• Size realisasi belanja
masih didominasi dari
Pulau Jawa.

•Perilaku belanja s.d. Mei
2021 masih didominasi
oleh Belanja Pegawai.

• Serapan belanja secara
agregat tertinggi ada di
Provinsi Sulut sebesar
24,9%, sedangkan
Provinsi Papua Barat
mempunyai serapan
belanja agregat terendah
sebesar 10,2%.

2020

2021



Secara nasional Indonesia mengalami laju pertumbuhan
negatif pada tahun 2020 atau berkontraksi 2,07 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber:
Badan Pusat Statistik

Daerah yang paling terdampak
paling dalam adalah Provinsi
Bali, dimana laju
pertumbuhannya mencapai
negatif 9,3 persen. Berikut
adalah 10 besar daerah dengan
lekonomi daerah tercatat
tumbuh di bawah laju
pertumbuhan ekonomi
nasional.

Daerah
PDRB ADHK 

2019
PDRB ADHK 

2020
growth

BALI 162.694,3 147.549,8 -9,3%

KEP. RIAU 181.895,9 174.976,7 -3,8%

BANTEN 456.740,8 441.295,8 -3,4%

KALIMANTAN TIMUR 486.712,2 472.864,9 -2,8%

DI YOGYAKARTA 104.487,5 101.679,6 -2,7%

JAWA TENGAH 991.913,1 965.629,1 -2,6%

JAWA BARAT 1.491.576,0 1.455.235,1 -2,4%

SULAWESI BARAT 32.877,8 32.082,5 -2,4%

JAWA TIMUR 1.649.768,1 1.610.419,7 -2,4%

DKI JAKARTA 1.836.198,5 1.792.794,6 -2,4%

NASIONAL 10.949.037,8 10.722.442,7 -2,07%

Seiring dengan dampak pandemi Covid-19 yang menggerus perekonomian di daerah, maka terjadi
juga penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada 10 daerah paling terdampak secara
ekonomi, keseluruhan daerah mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dan
pengangguran terbuka. Adapun, peningkatan penduduk miskin terbesar terjadi di Provinsi DKI
Jakarta yang naik 37,1% dibandingkan capaian tahun 2019. Sedangkan peningkatan pengangguran
terbesar terjadi di Provinsi Bali yang melonjak 258,6% dari angka capaian tahun 2019. Namun, disisi
lain angka gini ratio relatif tidak terlalu berubah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tekanan
dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Daerah
% Penduduk Miskin TPT Gini Rasio

Delta Growth Delta Growth Delta Growth

BALI 0.84% 23.3% 4.06% 258.6% -0.001 -0.27%

KEP. RIAU 0.33% 5.7% 2.84% 37.9% -0.003 -0.89%

BANTEN 1.69% 34.2% 2.53% 31.2% 0.004 1.11%

KALIMANTAN TIMUR 0.73% 12.4% 0.93% 15.7% 0 0.00%

DI YOGYAKARTA 1.36% 11.9% 1.39% 43.7% 0.009 2.10%

JAWA TENGAH 1.26% 11.9% 2.04% 45.9% 0.001 0.28%

JAWA BARAT 1.61% 23.6% 2.42% 30.1% 0 0.00%

SULAWESI BARAT 0.55% 5.0% 0.34% 11.4% -0.009 -2.47%

JAWA TIMUR 1.26% 12.4% 2.02% 52.9% 0 0.00%

DKI JAKARTA 1.27% 37.1% 4.41% 67.4% 0.009 2.30%

NASIONAL 0.97% 10.52% 1.84% 35.18% 0.005 1,32%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019 dan 2020)

Lima dari 10 provinsi yang terdampak ekonomi paling dalam akibat pandemik, memiliki persentasi
jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Empat dari 10
provinsi, memiliki persentase distribusi di atas 5 persen jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif
daerah tersebut terhadap jumlah kasus positif nasional. Indikasi awal bahwa jumlah kasus positif
dalam suatu daerah berdampak terhadap kondisi perekonomian daerah tersebut.

Daerah
Jumlah

Penduduk*

Kasus Positif Kasus Sembuh Kasus Meninggal

Jumlah
% dari
jmlh

penduduk

% dari
posiitif

nasional
Jumlah

% dari
kasus
positif

Jumlah
% dari
kasus
positif

BALI 4.261.909 47,754 1,12 2,4 45,825 96 1,523 3,2

KEP. RIAU 1.983.597 20,347 1,03 1,0 16,542 81,3 410 2,0

BANTEN 11.042.523 51,201 0,46 2,6 47,582 92,9 1,284 2,5

KALIMANTAN 
TIMUR

3.661.161 72,701 1,99 3,6 69,899 96,1 1,745 2,4

DI YOGYAKARTA 3.668.304 48,751 1,33 2,4 43,876 90 1,275 2,6

JAWA TENGAH 36.896.752 215,684 0,58 10,8 186,955 86,7 9,603 4,5

JAWA BARAT 46.092.205 328,940 0,07 16,4 302,284 91,9 4,427 1,3

SULAWESI 
BARAT

1.563.289 5,613 0,36 0,3 5,402 96,2 121 2,2

JAWA TIMUR 40.963.227 159,059 0,39 7,9 144,086 90,6 11,707 7,4

DKI JAKARTA 11.100.929 448,071 4,04 22,4 423,033 94,4 7,453 1,7

NASIONAL 268.583.016 2.004.445 0,75 100 1.801.761 89,9 54.956 2,7

Bali Kep. Riau Banten Kalimantan
Timur

D.I
Yogyakarta

Jawa
Tengah

Jawa
Barat

Sulawesi
Barat

Jawa
Timur

DKI
Jakarta

Kasus Positif Kasus Sembuh Kasus Meninggal

Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
*data untuk perhitungan kebutuhan fiskal DAU Tahun 2021



Pandemi Covid-19 berimbas signifikan bagi perekonomian masyarakat Bali dimana
pada Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi yang
cukup dalam hingga -9,3%. Sebagai Provinsi yang bertumpu dan mengandalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, pandemi Covid-19
mengakibatkan Bali menjadi daerah yang paling terdampak secara ekonomi. Dibalik
keterpurukan tersebut, sebenarnya Bali masih menyimpan potensi pariwisata,
pertanian, dan kelautan yang besar yang bisa menopang PAD. Terkait dengan hal
tersebut, Pemprov Bali telah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka
pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

6.33 5.56 6.31 5.6

-9.31

Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Tahunan Prov. Bali 
Menurut Pengeluaran (%)

2016 2017 2018 2019

2020

Pertumbuhan 
PDRB (%)

Atas segala inovasi dan stimulus
perekonomian yang telah
dilakukan, akhirnya Pemprov
Bali menerima Penghargaan
Bakti Inovasi Indonesia dalam
acara Lokakarya Desa
Berinovasi Tahun 2020 yang
diselenggarakan oleh Menteri
Riset dan Teknologi (Menristek)
RI sekaligus Kepala Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN).

Inovasi Penerapan Protokol Kesehatan di area pendidikan,
area publik dan transportasi, khususnya pintu masuk
Indonesia

memastikan peningkatan kapasitas penanganan penyakit, khususnya di fasilitas
kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Tim medis dengan kualifikasi memadai juga
harus dipastikan jumlahnya agar bisa mengantisipasi peningkatan COVID-19

memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan
dan penularan COVID-19 seperti masker, hand sanitizer dan disinfektan

peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di
pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan

meningkatkan upaya pengendalian penyebaran virus dengan
melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak

menggencarkan kampanye dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pemprov Bali telah memberikan stimulus bagi pelaku UMKM, siswa SMA/ SMK, mahasiswa, para
media (baik itu media cetak maupun online). Disamping itu, Pemprov. Bali juga bekerjasama
dengan Bank Indonesia dan perbankan menggelar pasar gotong royong untuk menyerap hasil
pertanian dan perikanan, bekerjasama dengan pemangku kebijakan lain dalam membantu UMKM
yg terkena dampak pandemi, memperluas akses pasar dan permodalan. Kegiatan pameran UKM
yang digelar secara mingguan bersama dengan BPD Bali yang diikuti oleh 450 UKM binaan BPD
Bali, sangat bermanfaat bagi pelaku UKM untuk meningkatkan omzet, bertukar pengalaman, dan
sebagai ajang dalam berinovasi/kreatifitas dengan perkembangan baru. Contoh inovasi yang lain
adalah mendirikan Rumah Kreatif untuk pengembangan UMKM di Bali dengan anggota yang telah
bergabung sebanyak 9.400 UMKM.

Di sektor pariwisata, pemprov Bali dan para pelaku industri pariwisata terus berbenah dengan
menyiapkan penerapan protokol kesehatan baik pada objek wisata, hotel maupun restoran
sehingga menumbuhkan kepercayaan yang kuat di kalangan wisatawan bahwa Bali sangat ketat
dalam penerapan protokol kesehatan. Selain penerapan Clean, Health, Safety and Environment
(CHSE), Pemprov Bali juga menerapkan pembayaran non tunai dengan aplikasi QRIS untuk
meningkatkan rasa aman dan nyaman selama berwisata ke Bali. Pasar pariwisata domestik juga
dipacu dan digalakkan karena pasar pariwisata dosmetik juga memiliki peluang dan potensi yang
sangat besar pada perkembangan asar pariwisata Bali. Dengan berbagai upaya yang telah
dilakukan tersebut diharapkan kepercayaan pariwisata Bali tumbuh dan kembali bangkit.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dalam bentuk program dan stimulus
ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ditambah dengan kerja sama
triple helix yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan industri, diharapkan perekonomian di
Bali dapat segera pulih dan bangkit kembali dan mampu tumbuh kembali seperti saat sebelum
pandemi, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun.

Inovasi Program Pemulihan Ekonomi dan
Stimulus Ekonomi

Inovasi Program Pemulihan Sektor Pariwisata

Inovasi dilakukan Provinsi Bali
dengan membangun citra
pariwisata Bali, seperti
pengurangan penggunaan
plastik, mengembangkan
pemanfaatan energi baru dan
terbarukan yang ramah
lingkungan, inovasi bidang
kesehatan, serta inovasi di
bidang pertanian,
perdagangan dan industri.



Dampak Pandemi Covid-19
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Dampak Pandemi |  Terhadap Pertumbuhan PDB Dunia

Dampak pandemi terhadap pertumbuhan PDB dunia sangat
besar efeknya sehingga menimbulkan resesi global yang
terdalam sejak berakhirnya Perang Dunia II. Untuk pertama
kalinya pula ekonomi global mengalami resesi akibat masalah
kesehatan. Menurut Laporan Outlook Ekonomi Dunia April
2021 yang diterbitkan oleh IMF, ekonomi global mengalami
kontraksi sebesar 3,5% pada tahun 2020, atau mengalami
kerugian 7% dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan
3,4% pada Oktober 2019 dan hampir semua negara
membukukan pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Dampak
lebih besar terhadap penurunan ekonomi dialami oleh negara-
negara berkembang di Asia dan Amerika Latin.

Dampak Pandemi |  Kontraksi Ekonomi Indonesia

Pandemi Covid-19 juga telah membuat kontraksi ekonomi

Indonesia baik secara nasional maupun regional. Provinsi Bali

yang paling merasakan guncangan perekonomian pada tahun

2020 dengan kontraksi ekonomi yang ditunjukkan oleh

terjerembabnya PDRB Bali hingga 9,3%. Perekonomian Bali

ditopang oleh sektor pariwisata dengan kontribusi sebesar

54%. BPS mencatat penurunan wisatawan mancanegara ke

Bali sampai 83,26% di tahun 2020, bahkan pada masa

terburuk di periode bulan Mei-Juni 2020, penurunan

wisatawan mancanegara mencapai 100%.

Dampak Pandemi |  Daerah Perekonomian Industri Pengolahan

Dampak pandemi Covid-19 juga berdampak pada daerah-
daerah yang perekonomiannya didukung oleh industri
pengolahan seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Provinsi
Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Bank Indonesia
menyatakan hal tersebut disebabkan karena terganggunya
permintaan dan gangguan pasokan, dan pada TW-I 2020
hampir seluruh subsektor mengalami kontraksi kecuali
makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, provinsi-
provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan aktivitas
ekonomi diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) di kota-kota besar. Di sisi lain, menurunnya aktivitas
ekonomi dan adanya pembatasan mobilitas penduduk
membuat para perusahaan menahan diri untuk ekspansi dan
penduduk berpenghasilan menengah ke atas menahan diri
untuk belanja. Hal tersebut membuat meningkatnya
simpanan masyarakat di perbankan. Bank Indonesia
mencatat kenaikan jumlah simpanan masyarakat di Bank
sebesar Rp 660 triliun selama tahun 2020, yang berarti bahwa
perputaran uang tidak berjalan dengan baik yang
mengakibatkan melambatnya perekonomian daerah-daerah
tersebut.

Tahun 2021 menjadi tahun yang krusial dalam memulihkan kondisi perekonomian, baik nasional maupun daerah. Berdasarkan data yang
dirilis oleh BPS, pada triwulan I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi positif sebesar 0,74% (YoY)

read more

Tahun 2021 menjadi tahun yang krusial dalam memulihkan kondisi perekonomian, baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada triwulan I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami

kontraksi positif sebesar 0,74% (YoY). Hal ini menunjukkan bahwa arah pemulihan ekonomi nasional maupun

daerah sudah menuju ke jalan yang benar. Namun demikian, menjaga momentum perbaikan tersebut bukanlah

perkara yang mudah. Berbagai tantangan akan dihadapi baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tantangan pertama adalah faktor kesehatan dimana penyebaran Covid-19 menyebar kembali dengan cepat

akibat munculnya varian baru. Beberapa negara dengan varian Covid-19 baru menyebabkan terjadinya second
wave pandemi seperti di India, Malaysia, dan Brasil. Malaysia menerapkan lockdown total untuk mengantisipasi

penyebaran varian baru tersebut. Bagaimanapun juga pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan tentu akan

berdampak terhadap turunnya aktivitas ekonomi.

Kedua, selain faktor kesehatan yang menjadi tantangan pemulihan ekonomi adalah mobilitas sosial yang terjadi

pasca pelemahan ekonomi pada tahun lalu. Mobilitas sosial terjadi terutama dikarenakan adanya pergeseran

masyarakat kelas menengah, turun menjadi kategori kelas bawah, dan kelas bawah turun semakin dalam. Kelompok

kelas bawah inilah yang berpotensi menjadi kelompok paling rentan terdampak pergeseran tersebut. Hal ini

tentunya akan mengakibatkan semakin tingginya angka ketimpangan dan kemiskinan di daerah.

Selanjutnya, data penurunan aktivitas perekonomian pada tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk sektor

pariwisata, industri pengolahan, dan perdagangan berpotensi akan terus terganggu jika pandemi tidak segera

berakhir. Beberapa sektor seperti pariwisata di Bali, sektor industri pengolahan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa

menjadi contoh sektor yang terus terdampak hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu ada optimalisasi sektor-sketor

yang kurang terdampak oleh pandemi, misalnya sektor pertanian, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan.

Terakhir, jika tiga tantangan di atas merupakan tantangan dari domestik, tantangan terakhir yang tidak kalah penting

untuk diantisipasi adalah adanya tantangan dari eksternal. Dalam hal ini dari negara-negara maju yang mengalami

perubahan kebijakan fiskal moneter pasti akan menimbulkan spillover atau dampak kepada ekonomi

domestik, misalnya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat berpengaruh pada volatilitas

nilai tukar serta capital flow. Selain itu, kebijakan pembatasan penjualan vaksinasi oleh negara produsen vaksin,

dapat berpengaruh pada perlambatan penanganan pandemic Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang

tepat terutama bagi daerah, untuk dapat memanfaatkan momentum ini dengan lebih baik agar pemulihan ekonomi

dapat segera diwujudkan.



Rekomendasi Kebijakan
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Rekomendasi Kebijakan | Vaksin Virus Corona

Pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari segi kecepatan dan besar dampak,
memerlukan adanya respon yang tepat dari aspek kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, kapasitas fiskal
negara mengalami tekanan yang cukup besar akibat menurunnya penerimaan perpajakan dan meningkatnya
belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan adanya
sinergi kebijakan di sektor kesehatan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dan kebijakan ekonomi yang
dapat mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan sektor kesehatan harus menjadi pertimbangan utama guna
mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sektor kesehatan, pengendalian pandemi Covid-19 akan sangat terbantu dengan adanya vaksinasi masal.
Vaksinasi merupakan game changer yang dapat membantu penduduk terhindar dari penyebaran yang lebih
luas dan mengurangi dampak virus corona terhadap kondisi kesehatan sehingga tubuh dapat memperkuat
imunitas dan cepat sembuh.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta orang per hari yang dicanangkan Presiden Jokowi harus didukung dengan
penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi secara massal tanpa perlu melihat domisili penduduk yang akan
menerima vaksin. Selain itu, penelusuran kontak (tracing) sangat penting mengurai penyebaran pandemi Covid-
19 sehingga tidak semakin menyebar dengan menelusi orang yang punya kontak langsung dengan penderita
Covid-19.

Selanjutnya pengendalian pandemi Covid-19 juga dapat dilakukan dengan tes Covid-19 besar-besaran,
khususnya terhadap penduduk kontak yang melakukan kontak erat dengan penderita Covid-19 sehingga
penderita yang positif dapat dengan cepat diketahui dan penyebaran lebih lanjut dapat terhindar.

Bagi penderita yang positif dengan gejala ringan
atau tanpa gejala dapat dilakukan isolasi mandiri
dan bagi penderita dengan gejala berat dapat
segera ditangani di rumah sakit rujukan covid.

Untuk penanganan covid di tingkat regional,
pemerintah daerah dapat melaksanakan pembatasan
aktivitas masyarakat secara lebih ketat, baik melalui
PSBB maupun PPKM, dengan pengawasan yang
berjenjang dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat
provinsi. Untuk itu, pelaksanaan protokol kesehatan
dan pengenaan masker juga harus terus dijaga,
terutama di tempat-tempat umum.

Pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat
apabila pandemi Covid-19 dapat terkendali. Sektor
pariwisata, industri pengolahan, dan perdagangan
akan terhambat apabila pandemi Covid-19 masih
meluas.

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mendukung
pendanaan penanganan pandemi Covid-19, seperti:
• vaksinasi, testing dan tracing Covid-19, biaya

perawatan, pengadaan APD dan insentif tenaga
kesehatan,

• memberikan perlindungan sosial terhadap
penduduk yang terdampak oleh pandemi Covid-19
seperti program keluarga harapan, kartu
sembako, bantuan sosial tunai, kartu pra kerja dan
bantuan langsung tunai (BLT) desa serta bantuan
sosial lain yang diberikan pemerintah daerah.

• untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang
terdampak pandemi covid, dapat diberikan
insentif usaha berupa pengurangan pajak, baik
pajak pusat maupun daerah dan memberikan
bantuan kemudahan berusaha bagi korporasi dan
UMKM.

Pemprov DIY memperpanjang pembebasan denda keterlambatan bayar
pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juni 2021. Kebijakan pemutihan
denda berlaku sejak April 2020 untuk meringankan beban masyarakat
selama pandemi Covid-19 mengingat banyak masyarakat terdampak akibat
menurunnya aktivitas ekonomi, terutama Yogyakarta yang merupakan
daerah pariwisata. Pemprov DIY mengaku berada pada posisi yang sangat
dilematis, di satu sisi penerimaan pajak menjadi andalan penerimaan
pendapatan asli daerah (PAD) terbesar provinsi DIY menurun. Di sisi lain,
beban masyarakat saat ini sudah cukup berat akibat dampak pandemi.
Disamping itu, Pemprov DIY juga butuh pembiayaan bagi penanganan
pandemi dan pembangunan di DIY. Namun demikian, meskipun ada
pemutihan denda, PAD dari pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan
bermotor tahun 2020 mengalami penurunan di kisaran 20 hingga 30 persen
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
https://www.krjogja.com/

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2020 mengalami
kontraksi 3,80%. Sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 4,8%, menjadikan Kepri jadi
yang terendah se-Pulau Sumatera. Penyebab keterpurukan ekonomi Kepri
selama 2020 adalah melemahnya kinerja dua sektor andalan Kepri yaitu
sektor pariwisata dan industri pengolahan serta penutupan akses keluar
masuk wisman akibat pandemi. Sejumlah program dalam rangka
mendukung kebangkitan ekonomi Kepri telah disusun dengan
memprioritaskan dengan mendorong pemerintah pusat membuka akses
turis ke Kepri, khususnya di Pulau Bintan dan Batam. Pemprov Kepri
menjamin kesiapan protokol kesehatan COVID-19 yang matang dan ketat
untuk menyambut kedatangan wisman. Program prioritas lainnya ialah
menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri dengan berbagai relaksasi,
dengan tujuan mendorong dampak bekerlanjutan untuk ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja. https://www.antaranews.com/

https://www.krjogja.com/
https://www.antaranews.com/


Untuk melaksanakan desentralisasi pemerintah daerah
memerlukan dukungan Pemerintah pusat terutama dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan
mengoptimalkan pelayanan publik serta meminimalkan ketimpangan
sosial ekonomi. Dukungan tersebut salah satunya adalah melalui
dukungan dana dari pemerintah pusat melalui alokasi dana transfer ke
daerah dan dana desa (TKDD). TKDD terdiri atas Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus dan
Keistimewaan, dan Dana Desa.

Secara umum, sejak tahun 2011, indikator-indikator umum seperti
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik
serta pemerataan ekonomi menunjukan perkembangan positif. Namun
ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh salah satunya yaitu
belanja pemerintah terutama belanja modal yang menjadi jembatan
bagaimana TKDD dapat menyebabkan indikator-indikator ekonomi
tersebut dapat menjadi lebih baik.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan alokasi
TKDD ini terhadap salah satu indikator pembangunan yaitu
pertumbuhan ekonomi. Di dalam kajian ini, dirumuskan pula model
ekonometri khususnya yang dapat mengukur dampak TKDD terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didalamnya terdapat
variabel-variabel yang mempengaruhi. Selain itu, hasil kajian ini akan
menjadi salah satu masukan dalam menyusun kebijakan TKDD.

A. Latar Belakang

Dampak TKDD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

B. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam
kajian ini adalah regresi panel simultan
2SLS dari tahun 2011 sampai dengan
2020 dimana mengasumsikan bahwa
TKDD mempengaruhi variabel Belanja
Modal (first stage), dan kemudian
variabel Belanja Modal mempengaruhi
variabel PDRB, ADHK bersama dengan
variabel-variabel kontrol lainnya (second
stage). Data yang digunakan merupakan
data APBD dan Non APBD dari Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DJPK
maupun Badan Pusat Statistik. Secara
lebih detil, terdapat tujuh (7) indikator
yang digunakan dalam modal dampak
TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi,
diantaranya Belanja modal, PDRB harga
konstan, DAU, DBH, DAK, PMTB sebagai
variabel investasi, dan pengeluaran
konsumsi rumah tangga.

C. Hasil Kajian dan Rekomendasi

Hasil dari kajian ini adalah sebagai berikut;

1. DAU, DBH, dan DAK Fisik merupakan komponen utama
pembentuk belanja modal di daerah. Dalam kurun waktu 2018
s.d 2020, proporsi DAU, DBH, dan DAK terhadap belanja
modal cenderung meningkat. Peningkatan tersebut masing-
masing sebesar 30,36%, 37,34%, dan 18,25%.

2. Hasil simulasi persamaan realisasi belanja modal pada
persamaan first stage memiliki nilai R-squared sebesar 0,82,
artinya sebesar 82% keragaman variabel belanja modal dapat
dijelaskan oleh Variabel DAU, DBH dan DAK Fisik, dimana
DAU memiliki pengaruh yang paling besar.

3. DAU, DBH, dan DAK Fisik berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, Belanja
Modal tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. DAU dan DBH merupakan pengaruh terbesar terhadap
peningkatan Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan DAK
terhadap pertumbuhan mengalami penurunan.

5. Meningkatnya pengaruh DAU dan DBH terhadap belanja
modal dapat dipengaruhi oleh kebijakan belanja wajib untuk
infrastruktur pelayanan publik, yang ditetapkan minimal
sebesar 25% dari DTU mulai tahun 2016. Hal ini
mengindikasikan bahwa kebijakan belanja wajib cukup efektif
untuk mendorong belanja modal di daerah.

6. Realisasi belanja modal, pembentukan modal tetap bruto
(pmtb), dan pengeluaran konsumsi rumah tangga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dari ketiga variabel tersebut, pembentukan modal
tetap bruto memiliki pengaruh terbesar.

Rekomendasi dalam kajian ini adalah

sebagai berikut;

1. Percepatan realisasi belanja modal di
daerah dengan mendorong penyaluran
DAU berbasis kinerja. Realisasi belanja
modal dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kontribusi DAK Fisik terhadap total
pendapatan APBD relatif kecil bila
dibandingkan dengan DAU dan DBH,
namun pemanfaatan DAK Fisik lebih
terarah karena memiliki tujuan spesifik.
Untuk itu, pemanfaatan DAK Fisik perlu
dioptimalkan untuk mendanai
infrastruktur yang penting yang
mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pemenuhan belanja wajib sebesar 25%
dari Dana Transfer Umum perlu
dipenuhi dan dimanfaatkan dengan
optimal untuk mendorong penyediaan
infrastruktur pelayanan publik di
daerah.

4. Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah perlu meningkatkan iklim
investasi untuk mendorong
pembentukan modal tetap bruto. Sesuai
hasil estimasi, pembentukan modal
tetap bruto memiliki pengaruh yang
cukup besar untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi.
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Pandemi COVID-19 membuat pelaku UMKM di Jabar terancam gulung tikar. Salah
satu cara agar bisnisnya bisa bertahan ialah dengan memanfaatkan penjualan
secara daring. Pemprov Jawa Barat berusaha merangkul para pelaku industri
kreatif dengan menggelar acara virtual. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada
2016, kontribusi PDRB ekraf Jabar mencapai Rp191,3 triliun atau 20,73 persen dari
total PDB ekraf nasional. Kontribusi ekspor ekraf Jabar mencapai 6,38 juta dolar AS
atau 31,93 persen dari total ekspor ekraf nasional. Jumlah usaha ekraf yang
bergerak di Jabar mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap tenaga kerja sekitar 3,8
juta orang. Pemprov Jawa Barat sudah melakukan kajian dan pendataan ekraf
dengan cukup komprehensif, antara lain ditemukan adanya 14.991 pelaku
ekonomi kreatif di Jawa Barat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Para
pelaku ini menjadi sasaran dari Pemprov Jabar dalam menjalankan program-
program ekraf seperti Ekraf Film Festival, Gelar Produk Ekonomi Kreatif (GEKRAF),
dan Virtual Talkshow. Guna memperkuat data ekraf, Disparbud Jabar menyusun
buku Infografis Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Katalog Produk Ekonomi Kreatif Jawa
Barat, dan mendukung pembuatan buku Peluang dan Rekomendasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif (PROSPEK) Jawa Barat oleh KREASI Jabar.
https://www.antaranews.com/

Pemprov Jawa Timur meminta pelaku UMKM terus beradaptasi dengan
membuat terobosan dan inovasi agar usaha yang mereka rintis tetap survive.
Salah satu cara adaptasi usaha saat pandemi yakni melalui diversifikasi usaha.
Diversifikasi usaha yang dilakukan yaitu penambahan produk dan lokasi usaha,
pemasaran secara online, serta melakukan pengurangan jam kerja atau
pengaturan Work From Home (WFH). Berdasarkan analisis dampak Covid-19
dari BPS pada Bulan Juli Tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 59,5%
UMK dan 53,7% UMB masih tetap beroperasi normal, namun cenderung
mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi. Upaya terus
dilakukan Pemprov Jatim untuk menjaga ekonomi Jatim, misalnya menjaga
basis konsumsi masyarakat dengan mayoritas berupa konsumsi rumah tangga.
Upaya yang dilakukan melalui social safety net, serta memastikan kelancaran
distribusi dan ketersediaan bahan pokok melalui Lumbung Pangan Jatim. Selain
itu, juga terus menyerahkan bantuan dari Pemprov Jatim sebagai stimulus
pemulihan ekonomi, memperkuat keberadaan Kampung Tangguh sebagai
satuan terkecil PPKM Mikro di masyarakat, serta program pemulihan ekonomi
berbasis UMKM sebagai backbone perekonomian Jatim. https://jatim.inews.id/
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